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1. Analisis Struktur Pengeluaran

1)

2)

3)

4)

Kelebihan alokasi gaji guru (68%):

Ada ketimpangan guru (berlebih di kota, kekurangan di desa), menunjukkan
distribusi tidak merata. Efisiensi alokasi gaji bisa ditingkatkan dengan redistribusi
guru dan insentif kinerja.

Infrastruktur (12%):

Masih rendah, terutama untuk digitalisasi dan fasilitas sekolah di daerah terpencil.
Infrastruktur digital sangat terbatas — perlu peningkatan untuk mendukung
pembelajaran jarak jauh dan literasi digital.

Program bantuan siswa (8%):

Rendah jika ingin mengurangi kesenjangan akses pendidikan di daerah miskin. Bisa
ditingkatkan dengan bantuan berbasis kebutuhan siswa, bukan seragam atau flat rate.
Administrasi & lainnya (12%):

Masih relatif tinggi, ada peluang efisiensi melalui digitalisasi administrasi.
Rekomendasi re-alokasi:

Kurangi administrasi & tunjangan guru yang tidak efektif (5—10%) — dialihkan ke:
Insentif guru berbasis kinerja dan penempatan di daerah terpencil. Infrastruktur
digital dan fasilitas sekolah. Tingkatkan program bantuan siswa berbasis kebutuhan

(5%) — untuk mendorong kesetaraan akses pendidikan.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Saat ini pembiayaan 100% dari APBD (pemerintah daerah) — terlalu tergantung pada

anggaran daerah.

Risiko: jika APBD menurun, program pendidikan terancam.

Alternatif pembiayaan:

1.

2.

Partisipasi sektor swasta

Skema CSR untuk pembangunan fasilitas sekolah atau digitalisasi. Kemitraan
dengan edtech untuk platform pembelajaran.

Dana berbasis hasil (Results-based financing)

Misal: insentif bagi sekolah yang meningkatkan literasi/numerasi.



3. Voucher pendidikan atau beasiswa berbasis kebutuhan
Pemerintah membiayai siswa miskin di sekolah swasta berkualitas — mengurangi
ketimpangan.

4. Dana abadi pendidikan (endowment fund)
Dikelola pemerintah dan swasta, digunakan untuk investasi pendidikan jangka

panjang.

3. Perbandingan dengan Negara OEC

Praktik OECD relevan:

a) Performance-based budgeting: alokasi dana berdasarkan kebutuhan siswa dan
pencapaian hasil belajar.

b) Kualitas guru diutamakan: training intensif, evaluasi berkala, insentif.

c) Data-driven monitoring: sistem evaluasi berbasis data untuk semua sekolah.

d) Pembiayaan berbasis kebutuhan: alokasi lebih ke sekolah miskin atau daerah
terpencil.

Tantangan implementasi di Indonesia/Nusantara Raya:

a) Ketimpangan infrastruktur — sulit menerapkan digital assessment di seluruh
daerah.

b) Budaya birokrasi & resistensi terhadap evaluasi kinerja guru.

c) Kapasitas pengumpulan data yang masih terbatas di sekolah desa.

d) Ketergantungan pada APBD — butuh model co-funding dengan swasta atau pusat.

4. Rancangan Reformasi 5 Tahun
Target Reformasi: meningkatkan kualitas pendidikan, menurunkan kesenjangan,

memanfaatkan teknologi, efisiensi anggaran.

Fokus Strategi Reformasi

- Redistribusi 5-10% dari gaji & administrasi ke insentif]

guru dan digitalisasi.
Struktur belanja - Tambahkan 5% untuk bantuan siswa berbasis
kebutuhan.

- Alokasi infrastruktur meningkat dari 12% — 18%.

' - Performance-based reward dan redistribusi guru ke
Kualitas guru .
daerah terpencil.




Fokus Strategi Reformasi

- Training intensif & sertifikasi kompetensi guru.

- Insentif finansial & non-finansial untuk guru unggul.

- Infrastruktur internet & perangkat di 100% sekolah kota
Digitalisasi sekolah dan 60% sekolah desa.

- Platform pembelajaran jarak jauh dan digital assessment.

- Sistem evaluasi berbasis data (literasi, numerasi,
o ) kehadiran guru).
Monitoring & evaluasi o . o
- Dashboard provinsi & sekolah untuk tracking kinerja.

- Audit tahunan dan review kebijakan setiap 2 tahun.

. - Skema co-funding APBD + CSR + endowment fund.
Sumber pembiayaan o o o
- Voucher pendidikan bagi siswa miskin untuk sekolah
tambahan
swasta.

Implementasi bertahap (tahun 1-5):

1. Tahun 1-2: Pemetaan guru, kebutuhan siswa, dan infrastruktur; mulai pilot
digitalisasi.

2. Tahun 2-3: Redistribusi guru, mulai performance-based budgeting; tingkatkan
bantuan siswa.

3. Tahun 3-5: Full digitalisasi, evaluasi kinerja sekolah & guru, refinancing program

dengan swasta.



Proposal Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun

Provinsi Nusantara Raya

Latar Belakang

Pendidikan di Nusantara Raya masih menghadapi tantangan besar. Skor literasi dan numerasi
siswa berada di bawah rata-rata nasional, sementara kualitas sekolah sangat timpang antara
kota dan desa. Distribusi guru juga tidak merata, dengan kelebihan di perkotaan dan
kekurangan di daerah terpencil. Infrastruktur digital sekolah sangat terbatas, membatasi akses
dan inovasi pembelajaran. Reformasi pembiayaan diperlukan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan, pemerataan akses, dan efisiensi anggaran.

Perubahan Struktur Belanja

Saat ini mayoritas anggaran pendidikan digunakan untuk gaji dan tunjangan guru, sementara
infrastruktur, bantuan siswa, dan administrasi relatif kecil. Rencana reformasi menyesuaikan
alokasi dengan kebutuhan nyata siswa dan sekolah. Gaji guru tetap menjadi prioritas, namun
sebagian dialihkan untuk insentif berbasis kinerja dan redistribusi guru ke daerah terpencil.
Infrastruktur ditingkatkan untuk mendukung digitalisasi dan fasilitas sekolah terpencil.
Bantuan siswa diperluas agar lebih berbasis kebutuhan, sementara administrasi disederhanakan

melalui digitalisasi.

Pos Belanja Saat Ini| Rekomendasi|Fokus Reformasi

Gaji & tunjangan guru [68% |60% Redistribusi guru, insentif kinerja
Infrastruktur 12% |18% Digitalisasi, fasilitas sekolah terpencil
Program bantuan siswa [8% 13% Bantuan berbasis kebutuhan siswa
Administrasi & lainnya|{12% 9% Efisiensi melalui digitalisasi administrasi

Prinsip: alokasi berbasis kebutuhan siswa dan hasil belajar, memprioritaskan pemerataan

kualitas pendidikan.

Strategi Peningkatan Kualitas Guru

Guru menjadi fokus utama reformasi. Strategi meliputi redistribusi guru ke daerah terpencil,
pemberian insentif bagi guru berprestasi, serta program pelatihan intensif dan sertifikasi
kompetensi. Pengembangan karier dilakukan melalui mentoring, coaching, dan inovasi
pembelajaran, sehingga setiap siswa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang

lokasi.



Digitalisasi Sekolah

Digitalisasi menjadi kunci pemerataan pendidikan. Seluruh sekolah kota dan sebagian besar
sekolah desa akan dilengkapi akses internet dan perangkat pembelajaran digital. Platform e-
learning dan digital assessment diperkenalkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan
evaluasi berbasis data. Sistem informasi manajemen sekolah diintegrasikan untuk

mempercepat administrasi dan transparansi.

Monitoring dan Evaluasi

Kinerja sekolah dan guru dipantau melalui dashboard berbasis data yang menampilkan literasi,
numerasi, kehadiran guru, dan pencapaian sekolah. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk
menilai efektivitas anggaran dan program. Audit tahunan dan pelaporan publik memastikan
transparansi dan akuntabilitas, mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis

bukti.

Rencana Implementasi S Tahun

Pada tahun pertama fokus pada pemetaan guru, kebutuhan sekolah, dan pilot digitalisasi. Tahun
kedua dimulai redistribusi guru dan pemberian insentif kinerja. Tahun ketiga program bantuan
siswa berbasis kebutuhan diperluas, sekaligus evaluasi awal kinerja guru dan sekolah. Tahun
keempat digitalisasi diperluas dan alokasi anggaran dioptimalkan. Tahun kelima seluruh
program dievaluasi menyeluruh dan sistem monitoring diperkuat untuk memastikan

keberlanjutan reformasi.

Kesimpulan

Reformasi pembiayaan pendidikan ini menekankan efisiensi, pemerataan, dan kualitas. Dengan
fokus pada guru, digitalisasi, bantuan siswa berbasis kebutuhan, dan monitoring berbasis data,
Provinsi Nusantara Raya dapat meningkatkan hasil belajar, mengurangi ketimpangan, dan

membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan serta berdaya saing.



